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ABSTRAK 

 
Fika Yurika Destari. 201910115173. Penyelesaian Hukum Yang Dilakukan Oleh 

Kurator Dalam Pelaksanaan Pembagian Harta Pailit PT. Selaras Kausa Busana. 

 

 

Pekerja atau buruh merupakan seseorang yang bekerja dibawah perintah dan 

mendapatkan upah. Perlindungan terhadap pekerja diatur dalam Undang-Undang 

No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 11 Tahun dan 

2020 tentang Cipta Kerja. Tidak dikecualikan jika suatu perusahaan pailit, apabila 

perusahaan pailit maka hakim akan memilih Kurator untuk membereskan harta 

pailit dalam suatu perusahaan. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa dalam 

pembagian harta pailit lebih mendahulukan kreditor separatis, sehingga hak-hak 

pekerja yang belum terbayarkan akibat pailitnya perusahaan PT. Selaras Kausa 

Busana. Kemudian bagaimana pelaksanaan pembagian hak-hak upah dan pesangon 

yang jatuh pailit pada PT. Selaras Kausa Busana, dan bagaimana penyelesaian 

kurator dalam melaksanakan pembagian harta pailit yang mendahulukan separatis 

dibandingkan preferen. Penulis terdorong untuk membuat judul Penyelesaian 

Hukum Yang Dilakukan Oleh Kurator Dalam Pelaksanaan Pembagian Harta Pailit 

PT.Selaras Kausa Busana. 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembagian hak upah 

bagi perusahaan yang pailit, dan untuk mengetahui penyelesaian kurator terhadap 

pembagian harta pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus. Pada 

pendekatan konseptual menggunakan teori sistem hukum, teori kepailitan, dan teori 

tenaga kerja. Pada pendekatan kasus penulis menganalisis kasus nyata yang terjadi 

pada saat ini yakni PT. Selaras Kausa Busana. 
 

Hasil penelitian yang penulis lakukan, bahwa terjadinya disharmoni 

(ketidakharmonisan) antara Undang-Undang Cipta Kerja dengan Undang-Undang 

Kepailitan dan PKPU serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Pada Putusan 

MK Nomor:67/PUU-IX/2013 juga mengatakan bahwa hak-hak pekerja yang harus 

didahulukan pembayarannya. Sebabnya kurator PT. Selaras Kausa Busana lebih 

mendahulukan kreditor separatis yaitu utang perusahaan bukan hak upah pekerja. 
 

Kata Kunci: Pekerja, kurator, kreditor, hak, upah, pailit, disharmoni 
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ABSTRACT 

 

Fika Yurika Destari. 201910115173. Legal Completion Carried out by the Curator 

in the Implementation of Distribution of Bankruptcy Assets of PT. Aligned Causal 

Clothing. 

 

 

Worker or laborer is someone who works under orders and gets wages. Protection 

of workers is regulated in Law no. 13 of 2003 concerning Manpower, Law no. 11 

Years and 2020 concerning Job Creation. It is not excluded if a company goes 

bankrupt, if the company goes bankrupt, the judge will choose a Curator to settle 

bankrupt assets in a company. This study explains that in the distribution of 

bankruptcy assets, priority is given to separatist creditors, so that the rights of 

workers who have not been paid due to the bankruptcy of PT. Aligned Causal 

Clothing. Then how is the implementation of the distribution of wages and 

severance pay rights that fall bankrupt at PT. Selaras Kausa Clothing, and how is 

the curator's resolution in carrying out the distribution of bankruptcy assets which 

prioritizes separatists over preferences. The author was encouraged to make the 

title Legal Settlement Carried out by the Curator in the Implementation of the 

Distribution of Bankruptcy Assets of PT. Aligned Causal Clothing. 

 

The purpose of this study was to determine the implementation of the distribution 

of wages for bankrupt companies, and to find out the curator's settlement of the 

distribution of bankruptcy assets based on Law Number 37 of 2004 concerning 

Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. This study uses 

normative juridical legal research methods with statutory approaches, conceptual 

approaches, and case approaches. The conceptual approach uses legal system 

theory, bankruptcy theory, and labor theory. In the case approach the author 

analyzes real cases that are happening at this time namely PT. Aligned Causal 

Clothing. 

 

The results of the research that the authors conducted, that there is disharmony 

(disharmony) between the Job Creation Law and the Bankruptcy and PKPU Laws 

and Law Number 28 of 2007. In the Constitutional Court Decision Number: 

67/PUU-IX/2013 it also states that rights -worker's right to be paid first. The reason 

is the curator of PT. Aligned Causal Clothing prioritizes separatist creditors, 

namely company debts, not workers' wages. 

 

 

Keywords: Workers, curators, creditors, rights, wages, bankruptcy, disharmony 
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MOTTO 

 

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada keberhasilan tanpa 

kebersamaan, tidak ada kemudahan tanpa doa” 

 

“There is no success without hard work, there is no success without tohetherness, 

there is no ease without prayer” 

 

 

PERSEMBAHAN 

 

Karya ini saya persembahkan untuk orang tua, keluarga, pacar, serta kerabat saya 

yang telah memberikan dukungan dan semangat selama saya menyelesaikan tugas 

akhir skripsi. 
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